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WALIKOTA BUKITTINGGI 
PROVINSI SUMATERA BARAT  

 
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI 

NOMOR 4 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENGELUARAN DAERAH  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BUKITTINGGI, 

 
Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah alur, porses 

dan tata cara dalam merealisasikan belanja dan 

pengeluaran pembiayaan daerah yang bersumber 

uangnya dari Kas Daerah dan terlebih dahulu 

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah tahun berjalan;  

  b. Bahwa belum adanya petunjuk teknis pengeluaran 

daerah yang berbentuk aturan hukum yang mengikat di 

Kota Bukittinggi yang dapat dijadikan acuan dan 

pegangan dalam menatausahakan pengeluaran baik di 

lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah dan Bendaharawan Umum 

Daerah; 

  c. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat peraturan 

pengelolaan keuangan dan kebutuhan administrasi 

pengeluaran daerah serta dalam rangka tertib 

administrasi pengelolaan keuangan, dipandang perlu 

adanya petunjuk teknis pengeluaran daerah di 

lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi; 

  

 

 

d. 

 

 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis 

Pengeluaran Daerah. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 5587) yang telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 5161); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 5272); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang 

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 5740) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja 

dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

6176); 

15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 3); 
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16. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2009 Nomor 35); 

 

    MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PENGELUARAN DAERAH. 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah.  

3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi. 

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban daerah tersebut. 

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat 

daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

7. Penatausahaan Keuangan Daerah merupakan serangkaian proses kegiatan 

menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mencatat 

serta mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada pada 

pengelolaan pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah dan/atau Bendaharawan Umum Daerah. 

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bukittinggi selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang. 
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9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 

yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 

   

 

Pasal 2 

 

Petunjuk Teknis Pengeluaran Daerah merupakan acuan dalam pelaksanaan 

penatausahaan pengeluaran baik di lingkungan SKPD, Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah maupun BUD. 

 

Pasal 3 

 

(1) Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengeluaran Daerah meliputi: 

I. PENDAHULUAN 

II. PEJABAT DAN PELAKSANA PENGELUARAN DAERAH 

III. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN DAERAH 

IV. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PADA SKPD 

V. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PADA PPKD 

VI. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PADA BUD (SKPD) 

VII. PEDOMAN KHUSUS PELAKSANAAN APBD SEPANJANG TAHUN 

ANGGARAN 

VI. PENUTUP 
 

(2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

 

Pasal 4 

 

Pelaksanaan hal-hal yang dimuat dalam peraturan ini akan diatur kemudian 

Instruksi Walikota serta adanya sosialisasi Peraturan Walikota. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 5 
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Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Bukittinggi. 

 

   Ditetapkan di     Bukittinggi 

   pada tanggal      11 Februari 2019 

   WALIKOTA BUKITTINGGI, 

    

dto 
 

   M. RAMLAN NURMATIAS 

 
Diundangkan di   Bukittinggi 

pada tanggal  11 Februari 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI, 

 
                             dto 

 

 YUEN KARNOVA 

 

 

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 4  

 


